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KiPUTUS AN PRESIQEM REPUBLIK INDONGSIA
NOMOt:s 173 TAHUN 1968 T/

KAMI, FRESIDSN REPUBLEK INDONESIA,

? 2. bahwa perkembangan keadaan Jang timbul di Irian Barat menghen-

daki penjesuaian pslaksanaan program dalam menghadapi '"the act
of free choice' tahun 1969 z

b. bahwa Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dapat
merupalkan unsur bantuan dalam Frojek Irian Barat dalam membe—
rikan support kearah tertjapainja sasaran Jang telah ditentu-
kan

©. bahwa Uepartemen FPerindustrsan Dasar, Ringan dan Tenaga mempu-
njai ruang-iinglkup jang lunas dalam perindustrian nasional H
d. bahwa oleh karenanja dipandang perlu uatauk mengadakan peiuba—

han2 dan penambahan2 dalam Sarat Keputusan Presiden No.16 ta=-
hun 1968 dan No.133 tahuan 19268, :

Saran Menteri Perindustrian Dasar, Ringanrdan Tenaga, jang pada
prinsipnja disetudjui sepenubnja oleh Sidang Kabinet Terbatas pa=-
da tanggal 2 Maret 1648,

1. Pasal 4 ajat {1) Undang2 Dasar 1945,

2. Ketetapan MRS No. XLI/MPRS/1968,

3. Keputusan Fresiden R.I., No. 16 tahun 1968,
4, Keputusan ¥residen R,I, No. 133 tahun 1968,

M EMUTUS K AN :

Departemen Ferindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga tyrut serta

2

bertangsung~-djawvab dalam Frojek Irian Barat 3

Nama Frojek "Rehabilitasi Industri' {ketjuali Industri Tekstil
jang telah masusx Projek Sandang) dirdbah mendjadi Projek "Reha=-
biiitasi Industri Nasional' ;3
Departemen2 jang turut serta bertanggung-djawab dalam Projek'Re-
selain jang tersebut dalam lampi-
133 tahun 1968, ditambah dengan:

habilitasi Industri HNesional',
ran Surzat Keputusan Presiden Nos
Departemen I'ckerdjaan Umum, Bepartemen’Pertanian, Departemen Per-
tambanzan, Jepartemcen Keselhatan, Jepartemen Pendidikan & Kebuda-

" tahso K ! i) rtemen Penerangane.
. jaan, Yepartemen Pertahonan-Keamanan dan Uepa e
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KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlakn pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di : DJAKARTA,
Pada targgal :16 Mei 1968,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S CEHARTO
DJENDERAL - TNI
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